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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu 

anggaran (Mardiasmo, 2002:61). Efektivitas pelaksanaan anggaran akan terwujud 

apabila didukung oleh sumber daya manusia, dari lingkungan intern organisasi, yang 

memiliki kepentingan sama terhadap pencapaian tujuan bagi atasan dan bawahan. 

Proses penganggaran daerah telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006. 

Aturan tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran 

eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja) atau sering 

disebut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan 

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik 

(Mardiasmo, 2005:61). Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter 

yang menggunakan dana milik rakyat sehingga anggaran harus diinformasikan 

kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Oleh karena itu, 

kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah 

harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan 
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secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Hal inilah yang menjadi perbedaan 

dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian 

dana dari masyarakat sehingga anggaran yang telah disusun tidak akan 

dipublikasikan kepada rakyat karena anggaran tersebut bersifat rahasia. Pada sektor 

publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik 

daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dan obligasi 

pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dana anggaran dari sektor 

swasta berasal dari modal sendiri, laba ditahan, aktiva, dan pembiayaan eksternal 

yang meliputi: utang bank, obligasi, penerbitan saham. 

Desentralisasi di sektor pemerintahan terjadi dari Kepala Daerah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD) dan Sekertaris Daerah. Desentralisasi dalam hal ini adalah penyerahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan 

yang ada di daerah tersebut. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dengan adanya 

tuntutan pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam proses penganganggaran, 

maka dalam hal ini diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling 

memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih 

mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Disamping memberikan informasi 

kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. 

Partisipasi penyusunan anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai 

dengan realita yang ada di lapangan. 
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Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum 

dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas 

organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja 

aparat pemerintah daerah, karena kinerja aparat pemerintah dilihat berdasarkan 

partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran (Mahoney dalam Leach-

Lopez et al. 2007). Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi 

anggaran dan kinerja telah diteliti secara luas. Namun penelitian ini merupakan 

penelitian yang masih banyak diperdebatkan dan menunjukan hasil yang tidak 

konsisten. 

Menurut Sumarno (2005:586) Penelitian Brownell dan Mc. Innes (1986) dan 

Indriantoro (1993) menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Cherrington, Milani, Kenis, Brownell 

dan Hirst serta Morse dan Reiner menemukan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial menunjukkan hubungan yang positif tidak 

signifikan. Penelitian Stedry dan penelitian Bryan dan Locke menunjukkan pengaruh 

negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.Penelitian 

yang telah dilakukan Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986) dalam Sukardi (2002) 

dimana mereka menemukan hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. 

 Govindarajan dalam Supriyono (2004) menyatakan bahwa untuk mengatasi 

ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan pendekatan kontijensi. 

Pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial mungkin berbeda pada setiap 

kondisi dan mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi 
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hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Salah 

satu variabel kondisional tersebut adalah variabel moderating, dan salah satu variabel  

moderating yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komitmen Organisasi. 

Komitmen Organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu 

agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih 

mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri 

(Weiner dalam Coryanata, 2004:619). 

 Dalam proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam pelaksanaannya perilaku-perilaku 

disfungsional juga bisa muncul. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dan pejabat lainnya 

sesuai dengan kebutuhan, dalam tatanan pelaksanaan penyusunan anggaran 

pemerintah daerah, tim TAPD masih menghadapi kendala-kendala terutama perilaku 

dari SKPD yang masih mengedepankan kepentingan sektoral dan menunda-nunda 

pekerjaan sehingga perilaku tersebut dapat memperlambat proses penyusunan 

anggaran. Akibatnya kesesuaian tujuan dan komitmen tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Dari fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa komitmen organisasi 

menjadi variabel yang mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan komitmen organisasi yang kuat 

akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikiran positif 

dan berusaha berbuat yang terbaik bagi organisasinya. Individu dengan komitmen 
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organisasi yang rendah akan mementingkan diri dan kelompoknya sehingga 

memungkinkan untuk menciptakan rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah. 

Menurut Nofi Fidiyanti (2007) setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai 

kinerja seoptimal mungkin, untuk mencapai kinerja yang optimal tidak terlepas dari 

kepuasan kerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi, sebagai bentuk 

profesionalisme pegawai pemerintah dalam tugas dan pelaksanaan kebijakan yang 

telah ditentukan, sangat diperlukan bagi terwujudnya kualitas kinerja aparatur negara 

yang berorientasi pada mutu pelayanan publik (public service). 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengevaluasi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat Pemerintah Daerah dengan memasukan 

Komitmen Organisasi sebagai variabel moderating yang diterapkan pada Satuan 

Kerja Perangkat Darerah (SKPD) Kabupaten Badung sebagai penyusun anggaran 

yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(PERMENDAGRI) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah.Berdasarkan hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul  : 

“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: KOMITMEN ORGANISASI 

SEBAGAI VARIABEL MODERATING.”  
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1.2 Perumusan Masalah 

 Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan hal yang penting dalam 

pemerintahan karena baik buruknya kinerja aparat pemerintah daerah dapat dinilai 

melalui hal tersebut. Pendekatan kontijensi diperlukan untuk mengatasi 

ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian. Pendekatan kontijensi memberikan gagasan 

bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah 

diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel yang bersifat kondisional. Salah 

satu variabel yang bersifat kondisional tersebut adalah variabel moderating. Pada 

penelitian ini komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderating. Oleh 

sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Bandung? 

2. Apakah terdapat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung? 

3. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi terhadap hubungan partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Mengetahui proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Bandung, 

2. Memperoleh bukti secara empiris tentang hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, dan 

3. Memperoleh bukti empiris bahwa komitmen organisasi merupakan variabel 

pemoderasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu 

sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik 

permasalahan yang sama. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kinerja aparat 

pemerintah daerah dalam partisipasi penyusunan anggaran sehingga dapat 

mengevaluasi kinerja aparat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor 

yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah khususnya dalam 

penyusunan anggaran yang pada akhirnya akan membantu terwujudnya 

pemerintahan yang baik. 

 


